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LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT 11
PEMALANG
Seri (' Tahun 1978 Nr. 1.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT I
PEMALANG

NOMOR : 5 TAHUN 1978

TENTANG
KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN
ANGGAUTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT Il PEMALANG

2 Dengan Rakhmat Tuhan Yang Maha Esa
BUPAT!I KEPALA DAERAH TINGKAT Il PEMALANG

MENIMBANG : a. Bahwa dengan berlakunya Undang-undang
Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-po
kok Pemerintahan di Daerah, maka dipan
dang perlu untuk menyesuaikan mengenai
kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua
dan Anggaute Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il Pe-
malang vyang selama ini diatur dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang
No. 23/DPRD/1/1972 tanggal 29 Agustus

'- 1972 tentanyg Kedudukan Keuangan Ketua,
Wakil Ketua dan Anggauta Dawan Perwa-

i kilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat Il Pemalang dengan segala peru-
bahannya ;
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MENGINGAT

1.

Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1976. ten-
tang Pedcmen mengenai Kedudukan Ke-
uangan Ketua Wakil Ketua dan Anggauta
Dewan Perv/zkilan Rakyat Daerah pasal
18 ayat (1) dan (2) maka pedoman di
maksud harus ditetapkan dengan Peratu-
ran Daerah ;

Bahwa berhubung dengan itu, maka dipan-
dang periu untuk menetapkan FPeraturan
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il Pe-
malang, tenteng Kedudukan Keuangan Ke-
tua, Wakil Ketua dan Anggauta Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Da-
erah Tingkat Il Pemalang, sebagai peng-
ganti Peraturen Dzereh Kabupaten Pema
lang Nomcr 23 /DPRD/ 72 tanggal 29
Agustus 1972 tentang Kedudukan Keua-
ngan Ketua, Wakil Ketua dan Anggauta
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupa-
ten Daerah Tingkat |l Pemalang dengan
segala perubahannya.

Undang-uncdang Nomor 5 Tahun 1974, ten-
tang Fokok pokok pemerintahan di Daerah.

Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950,
tentang Femi entukan Daerah-daerah Ka-
bupaten d2lam lingkungan Propinsi Jawa
Tengah, jo Peraturan Pemerintah No. 32
Tarun 19E50.

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5

Tahun 1976, tentang Pedoman mengenai
Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua
dan Anggauta Dewan Perwakilan Rakyat
Daerzh,

LY
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4. Surat Kawit Menteri Dalam Negeri Nomor
Pem. 7/2/33, tanggal 15 April 1977
mengenai penyesuaian uang Kehormatan
Ketua, Wakil Ketua Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, serta uang Paket Anggauta
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1977
tentang Kedudukan Keuangan dan hak kepe
gawaian lainnya bagi Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabu-
paten Daerah Tingkat Il Pemalang.

MEMUTUSKAN

MEMETAPKAN :  PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAE
RAH TINGKAT Il PEMALANG TENTANG KE-
DUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KE-
TUA DAN ANGGAUTA DEWAN PERWAKI
LAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAE-
RAH TINGKAT Il PEMALANG.

BAB |.
KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Uang paket, ialah yang dibayarkan kepada Anggauta De
wan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dazerah Ting
kat Il Pemalang untuk satiap hari menghadliiri rapat-ra-
pat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat Il Pemalang vyang syah, dalam mana sudah
termasuk uang sidang, uang pengangkutan lokal dalam
kota dan uang makan.
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b. Uang Representasi, ialah tunjangan bulanan tetap be-
rupa uang yang diberikan kepada Ketua, Wakil Ketua De-
wan Perwakilan Rakyat Daersh Kabupaten Daerah Tingkat |1
Pemalang berhubung dengan kedudukannya.

¢. Usng Kehormatan, ialsh uang tunjangan bulanan tetap be-

rupa uang yang diberikan kepada Pimpinan Dewan Perwa-
kitan Rakyat Dzerah Kabupaten Daerah Tingkat Il Pemalzang
berhubung dengan jabatannya sebagai Ketua dan Wakil
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ting-
kat Il Perrzlang. '

d. Kota, ialah suatu lingkungan Ibu Kota Kabupaten Dae-

rah Tingkat Il Pemalang dirmana Dewan berkedudukan yang
meliputi Desa-desa :

1. Kebondaiem. 10. Lawangrejo.

2 Pelutan. 11. Bojongbata.
3. Mulyoharjo. 12. Saradan.

4 Wanarejan 13. Sewaka.

5. Beji. 14 Paduraksa.

6. Kebunan 15. Tambakrejo.
7. Taman. 16 Kaligelang

8. Widuri. 17. Bojongnangka.

9 Sugihwaras.

e. Diluar Kota, ialah mereka yang bertempat tinggal dap
nyata nyata berdomisili diluar Desa-desa sebagaimana
tersebut huruf d

f. DP RD, ialah Dawan Perwkiian Rakyat Daerah Kabupsten
Daerah Tingkat I Pemalang.

¢. Pemerintah Dasrah, ialah Pemerintah Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat Il Pemalang.

Pasel 2.

(1). Tanggal mulai memangku jabatan Ketua, Wakil Ketua
dan Anggauta DPRD ialal, tanggal mereka mengangkat
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sumpah atau mengucapkan: janji pada pelantikannya se-
bagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggauta DPRD.
(2): Sadt berhenti ‘memangky jabdtan Ketua)  WakilkiKetua
B "dan*"’%ﬁg:gainar DPRD:“ialah tanggalifmereka' menyathkan
«erhenti, diberhentikan atauw méninggal duma LUAEE
64 Ty isys osb (F) tevs £ Isesa msisb Luorsmab

BARB i, il fnesl ok

UANG PRAKET.

Avrad paw uaa Resaly At AvRHOHIN 0uAD

(1). Besarnya uang paket %ite(ag“li?n bagi Anggauta Dewan
yang ‘

a. Bertempat tmggal, gudalami%%aqgegggaﬂgi prsi
Rp 2.000,- ( Dua rlbu rupiah) ;

-ibey apligma s ) V6o 60 iseodaz suiad s
b. Bertemppt tinggal, dlluar kota sebesar :

Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah)

dojug aegeisQ ) 139,08 o wwaosdas suted l1inW d

(2). Bagi AnggautaiBDPRD wyang bertempat tinggal diluar ko.
.. ta dan nyarta nya}a ‘berm.alam* dl hotel/Losmen/rumah-
- . penglnapan dapat dnbayarkan uang penqm@pan sebanyak

o .Vbanﬂyaknya ..»RP 3 OOO (\lga ribu ruplahﬁ untuk sgtlap
“"satu k‘!‘na,rl satu_ malam dengan menunjukk,an bugg ; ﬂ!k3ukt|

pembayaran yang syah

(3). Uang paket dibayarkén #2spada Anggauta DPRD yang
menghadliri rapat-rapat yang syah dengan ketentuan ra-
pat saty, harj, satu ;nlgl}am ;hanya . dibayarkan satu kali
uang paket ! o

P‘asaﬁ*' 3(‘

1+ Kepada.Ketua,«Wakil: Katuai DRRD stidak diberikan duang
siropaket . untuk rapats- rapat; yviang - dipimpinatau suntuk
m@nghad{vir,i‘-nya;m;u,_i s reo oy osiud gsit gell  danid
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(2).

Pasal 5.

Rapat-rapat yang syah daii Komisi, Panitiairanitia dan
Badan-badan lainnya yang dibentuk oleh DPRD, maka
terhadapnya berlaku ketentuan-ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dan ayat (2 ) Peratu-
ran Daerah ini.

BAB Il

UANG KEHORMATAN KETUA DAN WAKIL KETUA

Pasal 6.

Uang kehormatan ditetapkan bagi :

a. Ketua sebesar Rp. 90 000,- ( Sembilan pu-
luh ribu rupiah)

b. Wakil Ketua sebesar Rp. 80.000,- (Delapan puluh
ribu rupiah)
Diatas jumlah yang ditetapkan pada ayat (1) pasal
ini, maka Ketua dan Wakil Ketua diberikan tunjangan
keluarga dan tunjangan lainnya manurut Peraturan yang
ditetapkan beriaku bagi Pegawai Negeri/Daerah.

BAEB Iv.

UANG REFRESENTASI KETUA DAN WAKIL KETUA

Pasal 7.

Disamping penghasilan dimaksud dalam pasal 6 Peratu-
ran Daerah ini maka kepada Ketua dan Wakil Ketua
DPRD, tiap-tiap bulan diterikan uang representsasi
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S R
a. Ketua sebesar Rp 15.000,- (Lima belas ribu
rupiah ).
b. Wakil Ketua sebesar Rp. 10.000,- ( Sepuluh ribu
rupiah ).
Pasal 8.

Pegawai Negeri, Pegawszi Dzerah atau Anggauta Angka-
tan Bersenjata Republik Indonesia yang diangkat ceba-
gai Ketua, Wakil Ketua DPRD tidak dibenarkan meneri-
ma penghasilan rangkap (cobel).

Pesal 9.

Apabiia uang kehormaten sebagai Ketua, Wakil Ketua
DPRD kurang dari pada ¢aji pada waktu yang bersang-
kutan aktif sebagai Pegawai Negeri, Pegawai Daerah
dan atau Angkatan Bersenjata Repuklik Indonesia, ma-
ka ia menerima tambahan berupa selisih kedua pengha-
silan itu.

BAB V.

RUMAH JABATAN DAN MOBIL ATAU ALAT
PENGANGKUTAN DINAS LAINNYA

Pasal 10.

Untuk Ketua dan Wakil Ketua DPRD selama mereka da-
lam jabatan tersebut masing - masing disediakan sebuah
rumah jabatan dengan ketentuzn, bahwa biaya pemeli-
haraan, pemakezian air, penerangan untuk rumah itu di
tanggung oleh Pemerintah Daerah, dan harus ditinggal
kan dan dikembalikan da!am keadaan wajar kepada Pe-
merintah Daerah taenpa sesuatu kewajiban apapun dari
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(2).

(1.

(2).

wi s

pihak Pemerintah Daerah pzda waktu yang bersangkutan
berhenti sebagai Ketua atau Wakil Ketua DPRD.

Untuk Ketua dan Wakil Ketua DPRD selama mereka da-
lam jabatan tersebut disediakan sebuah mobil atau alat
pengargkutan lain untuk kepzrluan Dinas beserta penge-
mudinya, dengan ketentuan bahwa biaya pemakaian dan-
pemeliharaan mokil atauzlat pengangkutan lzin tersebut
ditanggung oleh Pemerintzh Daerah, dan yang harus di-
kembaiikan dalam keadaan wajar kepida Pemerintah Da-
erah tanpa sesuatu kewajiben apapun bagi Daerah, pada
waktu yang bersangkutan berhenti sebagai Ketua atau
Wakil Ketua DPRD.

BAB VI,

UANG JALAN, UANG PENGINAPAN DAN
UANG PERJALANAN DINAS

Pasal 11.

Kepada Anggauta DPRD vang melakukan Dinas diberi-
kan uang perjalanan dan vang penginapan yang harus
dipertanggungjawabkan sesuai dengan Peraturan yang
ditetapkan berlaku bagi Pegawai Negeri / Daerah untuk
Golongan il.

Uang perjalanan pindah diberikan untuk perjalanan pin-
dah dari tempat kediaman semula ketempat kedudukan
DPRD dan sebaliknya.

BAB VI.

UANG PENGGANTIAN BIAYA BEROBAT

Pasal 12.

Kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggauta DPRD. bukan
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Pegawai Negeri/Daerah can Angkatan Bersenjata Repu-
blik Indonesia serta keluarganya diberikan penggantian
biaya pemeriksaan, pengobatan Dokter, sesuai dengan Pe-
raturan yang aitetapken berlaku bagi Pegawai Negeri/
Dezerah.

B AB Vil

TUNJANGAM KEMATIAN.

Pasal 13.

Apabila Ketua dan Wakil Ketua DPRD meninggal dunia,
kepada ahli warisnya diberikan tunjangan kematian se-
banyak 1 (satu) bulan vang kehormatan bersih dan apa-
bila yang bersangkutan meninggal dunia didalam dan
atau karena menjalankzn tugas, diberikan tunjangan ke-
matian sebanjak 2 (dua) bulan uang kehormatan bersih.

Pesal  14.

Pengangkutan jenazah Ketua dan Wakil Ketua DPRD
yang meninggal dunia dari tempat kedudukan ketempat
kediaman semula, apabila dikehendaki ahli warisnya di-
tanggung oleh keuangan Daerah.

BAB IX.

TANDA PENGHARGAAN.

Pasal 15.

Kepada Ketua, Wakil Ketua Anggauta DPRD pada akhir
masa jabatannya atau pada waktu diberhentikan dengan
hormat dari jabatanya atau meninggal dunia diberikan
uang tanda penghargaan yaitu :

a. Bagi Ketua dan Wakil Ketua DP R D untuk setiap 6
(enam) bulan memangku jabatan sejumlah 1 (satu) kali
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uang kehormatan bersih dengan sebanyak-banyaknya
6 (enam) kali uang kehormatan bersih;

b. Bagi Anggauta DPRD sesuai ketentuan ayat (1) huruf
a akan tetapi besarnya uang tanda penghargaan bagi
seorang Anggauta ditetapkan sebesar 2/3 (dua
pertiga ) dari uang kehormatan bersih yang diterima
oleh seorang Wakil Ketua.

- Masa memangku jabatan yang kurang dari 6 (enam)

bulan dibulatkan keatas menjadi 6 (enam) bulan penuh.

. Dalam hal Ketua, Wakil Ketua dan Anggauta DPRD me-

ninggal dunia uang tanda penghargaan tersebut ayat (1)
pasal ini diberikan kepada ahli warisnya,

BAB X

KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 16.

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Dae-
rah ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh DPRD.

Pasal 17.

Kesulitan-kesulitan yang timbul dalam pelaksanaan Pe-
raturan Daerah ini diselesaikan oleh Gubernur Kepala
Daerah Tingkat | Jawa Tengah.

Paszl 18.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama
sesudah hari pengundanganya, dan berlaku surut sejak
tanggal 1 APRIL 1977.

Pasal 19.

Sejak saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini maka
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dinyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Kabupa-
ten Pemalang Nomor 23/DPRD/1/1972 tanggal 29 Agus
tus 1972 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil
Ketua dan Anggauta DPRD, disyahkan oleh Gubernur
Kepala Daerah Tingkat | Jawa Tengah dengan Surat
Keputusan Nomor Huk G.3/35/9 tanggal 29 Nopember
1972 dan diundangkan pada tancgal 5 Desember 1972
dimuat dalam Lembaran Propinsi Jawa Tengah Tahun
1972 Seri C Nr. 173.

Pemalang, 2 Maret 1978.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bupati Kepala Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Tingkat II
PEMALANG PEMALANG
Ketua,
ttd. ttd.
( MOH. SAMINGOEN) (JOESOEF ACHMADI)

Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh Gubernur Kepala
Daerah Tingkat | Jawa Tengah dengan Surat Keputusan
tanggal 13 September 1973 Nomor HK. 302 / 1978,

Diundangkan pada tanggal 3 Oktober 1978.

Sekretaris Wilayah/Daerah,
ttd.

(Drs. SAMHURI ABDUL GHANI)
NiP. 010053 037.

Dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat
Il Pemalang Seri C Tahun 1978 Nri%.
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PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT Il

PEMALANG

NOMCR : 5 TAHUN 1978

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN
ANGGAUTA DEWAN PERVVAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT |l
PEMALANG

I. PENJELASAN UMUM :

L
i
*
1.
$
; 2

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5
Tahun 1976 tentany Pedoman mengenai Kedudukan
Keuangan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggauta Dewan
Perwakilan Rakyat Czerah pasal 18 ayat (1) ditegas
kan, bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mene-
tapkan Peraturan Daerah tentang Kedudukan Keuangan
Ketua, Wakil Ketua dan Anggauta Cewan Perwakilan
Rakyat Daerah dengan mengikuti Pedoman Peraturan
Menteri Dalam Negeri tersebut. Dan selanjutnya ayat
(2) menegaskan pula bahwa Peraturan Daerah dimak-
sud baru berlaku seteiah mendapat pengesyahan dari
yang berwenang, dalam hal ini bagi Daerah Tingkat
Il adalah Gubernur Kepala Daerah.

Sehubungan dengan hal- hal tersebut diatas, maka
oleh Bupati Kepala Daerah dibuat suatu rancangan
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Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il Pema-
lang Nomor 5 Tahun 1378, tentang Kedudukan Ke-
uangan Ketua, Wakil Ketuz dan Anggauta Dewan Per-
wakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il
Pemalang itu, pada dasarnya adalah merupakan muta
tis - mutandis dari Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 5 Tahun 1373 tentang Pedoman Mengenai
Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Ang-
gauta Dewan FPerwakilan Rakyat Daerah.

I. PENJELASAN PASAL DEM! PASAL:

Pasal 1 s/d 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 : Berhubung Ketua dan. Wakil Ketua
DPR menchadliri sidang/rapat karena
jabatannya sebagai Pimpinan Dewan,
maka kepadanya tidak cdiberikan uang
paket.

Pasal 5 : Cukup jelas.

Pasal 6 ayat

(1) : Cukup jelas.
ayat (2) Dalam zyat ini yang dimaksud dengan

tunjangan -tunjangan lainrnya, adalah
semua emolumenten yang berhubungan
dengan jzhatannya tersebut, termasuk
juga uang perjalanan tetap.

Pssal 7 s/d 10: Cukup je'as.
Pasal 11 ayat
(1) : Cukup jelas.
ayat (2) : Dalam ayat ini yang dimaksud dengan

tempat kedudukan Dewan ialah Ibu
Kota Kakbupaten Pemalang. Ayat ini
sebagal wuetu jalan keluar apabila ter-
jadi bahwa ada Anggauta Dewan yang
berascl dari luer Ibu Kota Kabupaten

“-
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Pasal 12
Pasal 13 dan 14 :

Pasal 15 ayat

i (1) a:

-

ayat (1) b. :

- o Q.
S

Pemszlarg, sedangkan bagi Anggauta
yang tempat keduduken semula berada
diluar Wilayah Kabupaten Pemalang,
tidak diberiken uang perjalanan pin-
dah, karena setiap Anggauta Dewan
sesuai cengan Undang-urdarg Nomor
16 Tahun 18969 jo. Undang - undang
No. 6 Tahun 18975 Pasal 25 ayat (2)
harus bercomisili didalam Wilayah Da-
erah Tingkat Il yang bersangkutan.
Terhadzp Pimpinan Dewan yang ha-
rus bertempat tinggal di lbu Kota Ka
bupaten Pemalang tetap mendapatkan
uang perjalanan pindah deri tempat
kediaman semula ketempat kedizaman
yang beru.

Cukup jzias.
Cukup jzlas.

Bagi Ketua dan Wakil Ketua DPRD
akan menerima uang tanda pengharga
an sebzser 1 (satu) kali uang kehor-
matan bersih untuk setiap 6 (enam)
bulan memangku jabatan, dan maksi
mum harnya akan menerima 6 (enam)
kali ueng kehormatan bersih meski-
pun mesreka menjabat lebih dari 6 X6
bulan sebagai Ketua, dan Wakil Ketua
Dewan.

Sejalan dengan itu, maka setiap Ang-
gauta DFRD akan menerima 2/3 (dua
pertiga) deri uang kehormatan bersih
yang diterima oleh secrang Wakil Ke
tua untuk setiap 6 (enam) bulan me-



http://jdih,pemalangkab.go.id/

Pasal 16 s/d. 19

nerima 6 (enam) kali dari 2/3 ( dua-
pertiga) vang kehormatan bersih yang
diterima oleh seorang Wakil Ketua,
meskipun mereka menjabat lebih dari
6 X6 bulan sebagai Anggauta Dewan.

Cukup jeles.

kkkkk

L

e



